PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, perlu melakukan
penyempurnaan atas Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

di Kabupaten Kutai Timur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secbagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Kutaj Timur;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Nomor 5074);

2. Undang ...




LAY

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubzhan atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Tumur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun ...




10.

11.

12.

14.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4437);
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nemor 28);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 55  Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);
Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomwor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1858,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara);
Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4737);
Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang /Jasa  Pemerintah,
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan ...




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Normor &4
Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa
Permerintah; '

Keputusan Presiden Nomor 496 Tahun 2001
tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa atau Sebutan Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desg;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah
Kabupaten / Kota kepada Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Pesa;

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

24 . Peraturan ...




Menetapkan

24,

23,

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000
tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Timur Nomor 9
Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Kutai Timur.

Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

1.

3.
4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daecrah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Desa ...



10.

11.

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang
memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemnpat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
dialouir dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Repuolik Indonesia.

Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemenntahan oleh  Pemenntah Desa dan  Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan desa sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesual dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat yang ditetapkan melalm
Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang
dibahas dan disetujul bersama oleh Pemenntah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Musyawarah Perencanaan Perobangunan Desa yvang

Selanjutnya ...
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5]

15

16,

17

18

selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar
pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencans
pembangunan Desa.

Permturnn  Dess  dismingkat Perdes  adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa vang dapat
dinils dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
doaa tersebut

Pengelolann Keuangan Desa adalah kestluruban kegatan
vang meliputi perencénaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jywaban dan pengawasan keuangan
dead.

Alokasi Dann Desa, yang sclamutnyva disingkat ADD adalah
dans yang dialokasikan oleh Pemenmntah Kabupaten untuk
desa, yung merupakan dana bantuan keuangan desa

Alokasi Dana Deas Minimal, yang selanjuinya disinghkat

ADDM, adalall dans minimal yang diterima olsh masing-

masing Desa dun dibagikan dengan jumlah yang sams
meEnuUrdl BEa&s merala

Alokasi Dana Desa Pmporsional, yang selanjutnya disinghat
ADDP, adalah dians yang diterima suatu desa ditentukan
berdasarkan perkallan total Dana Variabel yang ditetapkan
oleh EKabupaten dengan porsi Desa yang bersanghutan

memurut asas keadilan,

Pemegang Kekudsaan Pengeiolsan Keusngan Desa adalah
Kepals Desa yang karema jabatannya mempunyal
kewenangan menyelengegarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.

19. Pelaksana ..




19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa
vang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa.
Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh  Kepala Desa unfuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. |

Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang se¢lanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa),
adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan melalui  Keputusan Camat dalam rangka
melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
penelitian administrasi atas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk
dan  ditetapkan melalui  Keputusan Bupatl untuk
memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi
Dana Desa.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda
bukti pengakuan dan pemerintah atas kompetensi dan

kemampuan profesi dibidang pengadaan barang / jasa.

BAB ...




BAEB NI
RUANG LINGEUP
Pasal 2

{1) Penyelenggaraan urusan pemerintaban desa yang menjadi
kewenangan desa didanal darlt APBDes, bantuan Pemeriritah,
bantuan Pemenntak Provinsi Kalimantan Timur dan bantuan
Pemerntah Kabupaten Kutai Timur.

{Z) Pendanaan Dana Desa dalam peraturan inl  adalah
pengaturan mengenal mekanisme, tata cara, (eknia
penghitungan dan tata cara penvaluran pengelolaan
penggunaan alokasi dana desa yang berasal dan Pemerintah
Kabupaten Kutai Tumur,

{3) Sumber pendapatan desa lerdin atas:

a. pendapatan ash desa, terdin dart hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan parusipasi, hasil gotong
royang, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah,

b. banman keuangan dan Pemenntah, Pemenntah Provins:,
dan Pemermtah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan,

c. bantuan keuangan dari Pemenntah dan Peéemerintah
Provinst dapat dalam bentuk:

1. pemberian dana untuk melaksanakan pekerjaan sesun
dengan usulan desa,

2 pembenian barang yang secara tcknis menduleung
pelaksanaan pemerntahan desa

d. peridanaan dan Pemerintah Kabupaten dapoat berasal
dart:

I. bagian dar perolehan pajak daerah dan  retnibus)
daerah;

2 bagian darl dana perimbangan keunngan pusal dan
dasrah yvang diterima oleh Kabuparen.

e. hibah dan sumbangan dan pihak ketign vang tidak
mengikat,

(4). Bantuan
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(4) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan melalu kas

Desa.
BAB III
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

(1) Pengeloclaan ADD dalam  Keuangan desa  dikelola
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif,
efektif, efisien, terarah, terkendali serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengeloiaan ADD dalam keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan
mewakili Pemnerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa
vang dipisahkan.

(2} Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
mempunyal kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. menetapkan bendahara desa;

d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa; dan

e. menetapkan petugas vang melakukan pengelolaan barang
milik desa.

(3] Kepala ...




|3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolsan keuangan
dess, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD).

(4] Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Deza ([PTPED)
adalah Perangkat Desa, terdini dari;

a Sekretaris Desa; dan

b. Perangkat Desa lainnya

I5] Sekretans Desa sebagaimana dimaksud pada avat [4) hurof
a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan dess dan bertanggung jawab kepada Kepaia Desa.

(6] Sekretarns Desa sebagmmana dimaksud pada ayat (3]
mempunyal tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa,

b menyasun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Barang Desa,

¢, menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang
Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Perubahan AFBDesa

(7] Kepala- Desa menetapkan Bendahara Desa dengan

Keputusan Kepzls Desa.

BAB V
STRUKTUR APBDesa
Pasal 5

it} Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
tercdird dari
a. pendapaten Desa,
b. belanja Desa; dan
¢, pembiayaan Desa
{2) Pendapatan ..




——

(2)

(3)

(4)

12

Pendapatan Desa secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Pasal ini, meliputi semua penerimaan uang melaiui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Pasal ini, meliputi semua pengeluaran dan rekening desa
vang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas,
terdin dari:
a. belanja langsung; dan
b. belanja tidak langsung.
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, terdiri dari:
a. belanja Pegawal;
b. belanja Barang dan Jasa; dan
¢. belanja Modal.
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, terdiri dan:
a. belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
b. belanja Subsidi;
¢. belanja Hibah (Pembatasan Hibah};
d. belanja Bantuan Sosial;
e. belanja Bantuan Keuangan; dan
f. belanja Tak Terduga.
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ Pasal in1, meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali,

Baik ...
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baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnva.
(8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Pasal ini, terdiri darni:
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.
(9) Penernimaan Pembiayaan sehagaimana dimaksud pada ayat
(8) Pasal ini, mencakup:
a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya;
b. pencairan Dana Cadangan;
¢. hasi pernjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d. penerimaan Pinjaman
{10) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) Pasal ini, mencakup:
a. pembentukan Dana Cadangan;
b. penyertaan Modal Desa; dan
¢. pembayaran Utang.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 6

(1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
peniabaran dari visi dan mist dari Kepala Desa yang
terpilih,

(2} Setelah ...
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Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa
terpilih menyusun kembali RPUMDesa untuk jangka waktu
5 {ima) tahun.

RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa
dilantik.

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dan
RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa.

Penyusunan RKPDesa diupayakan disclesaikan paling

lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 7

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh
persetujuan.

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD
untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh
persefujuan bersama.

Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 di atas, diupayakan paling lambat
minggu pertama bulan November tahun anggaran
sebelumnya.

(S) Pembahasan ...



(2)
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Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini, menitikberatkan pada kesesuaian dengan
RKPDesa dengan merwyuk dokumen hasil musyawarah
tahunan desa melalut forum musyawarah perencanaan
pembangunan desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, paling
lambat 3 (tiga) han kerja disampailkan kepada Bupati

melalul camat untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 8

Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6)
(Pasal inj), harus menetapkan Evaluasi Rancangan
APBDesa paling lama 20 (dua puluh) han kerja.
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa
dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa.
Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes
tentang APBDesa tidak sesual dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tingg,
Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak diterimanya
hasi evaluasi.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadl
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa
dimaksud dan seckaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Pembatalan ...



(5)

(7)

(4)
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Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya
pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Paling lama 7 (twuh) han kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal inj,
Kepala Desa harus memberhentikan  pelaksanaan
Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut peraturan desa dimaksud.

Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) Pasal ini, dilakukan dengan Peraturan Desa
tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat {4)

Pasal 1ni, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Baglan Keempat
Pelaksanaan APBDesza

Pasal 9

Sernua pendapatan desa dilaksanakan melalur rekening
kas desa.
Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan
sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib
dicatat daiam APBDesa.
Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.
Kepala desa dapat melaksanakan pemungutan pendapatan
desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya
sepanjang belum dipungut oleh pemernntah dan ditetapkan
dalam Peraturan Desa.

{5) Pemerintah ...
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Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pengembalian atas kelebthan pendapatan desa dilalcukan
dengan membebankan pada pendapatan desa yang
bersangkutan untuk pengermnbalian pendapatan desa yang
terjadi dalam tahun yvang sama.

Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada
belanja tidak terduga.

Pengembahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
Pasal ini, harus didukung dengan bukt yang lengkap dan
sah.

Pasal 10

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oieh Sekretaris Desa atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
Pengeluararn kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat
mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh} dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluwruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas Negara dan atau kas daerah sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Sisa lebih perhitungan anggaran {SilPA) tahun sebelumnya,

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan

untuk:

a.

menutupl defisit anggaran apabila realisas) pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja;

mendanal pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban
belanja langsung; dan

mendanal kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana Cadangan.

a.

dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendin
atau distmpan pada kas desa tersendirn atas nama dana
cadangan pemerintah desa;

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk
membiayal kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
dalam  Peraturan Desa  tentang pembentukan
dana cadangan; dan

Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan kegiatan.

BAB VII
PERUBAHAN APBDesa
Pasal 12

Perubahan APBDesa dapat diiakukan apabila terjadi:
a.

keadaan yang menyebabkan harus dilakulkkan pergeseran
antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SUPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

keadaan darurat; dan

d. keadaan ...
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d. keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.

Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu
Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara
merubah peraturan desa tentang APBDesa.

Pemenntah Desa menyusun rancangan ABPDesa Perubahan
pada bulan Juli tahun Anggaran Berjalan.

Rancangan APBDesa Perubahan disampaikan pemerintah
desa kepada BPD paling lambat minggu pertarna bulan
Agustus dalam tahun anggaran berjalan untuk dilakukan
pembahasan bersama.

Rancangan APBDesa Perubahan setelah dibahas dan
mendapat persetuwjuan BPD  selanjutnya disampaikan
kepada Camat dan Kabupaten bersama lampiran RKA/DPA
Perubahan untuk dilakukan evaluasi.

Rancangan APBDesa Perubahan yang sudah dilakukan
evaluasi dan mendapat pertimbangan Camat/Kabupaten,
akan ditetapkan Kepala Desa dan BPD menjadi kebijakan
umum  APBDesa Perubahan menjadi Perdes APBDesa
Perubahan dan ditetapkan paling lambat bulan September
tahun anggaran berjalan.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran (SilPA] tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan.

Pendanaan Keadaan Darurat.

(10) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

(11) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa

adalah sama dengan tata cara penectapan pelaksanaan
APBDesa.
BAB VIII ...
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BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

(2]

KEUANGAN DESA
Pasal 13

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan
desa harus menetapkan Bendahara Desa.

Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala

dess.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh
Bendahara Desa.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
menggunakan:

a. buku kas umurm,;

b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan

¢. buku kas harian pembantu.

Bendahara Desa wajlb mempertanggungjawabkan
penenmaan uang yang menjad: tanggungjawabnya melalui
Japoran pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} Pasal ini, dilampiri dengan:

a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan

¢. bukti penernimaan lainnya yang sah.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 14

Penatausahaan  Pengeluaran  wajib  dilakukan  oleh
Bendahara Desa.

Dolkumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan
pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa melalui dokumen Rencana
Kenja Anggaran (RKA-ADD} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA-ADD).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam
melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan

c. buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga

Pertanggungiawaban Penggunaan Dana

&

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan

dengan:

4a.

b.

0

buicu kas umum,;

buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara.

BAB IX ...
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BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 16

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan
Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang
Pertanggungjawaban Kepala Desa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, menyampalkan kepada Kepala Desa untuk
dibahas bersama BPD.

(3} Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal i, maka
Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.

(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) Pasal ini, dilakukan paling lambat 1 (satu} bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 17

(1} Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan ini, disampaikan kepada

Bupati mejalui Camat.
(2) Waktu ...
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(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, paling lambat 7 (tuuh} han kerja setelah
Peraturan Desa ditetapkan.

BAB X
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 18

Maksud pembenan  ADD adalah untuk mendorong
pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai
penyelenggaraan pemenntahan desa  dalam  melaksanakan

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tuuan
Pasal 19
Pemberian ADD ditujukan untuk:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,;
b. meningkatkan perencanaan dan pengganggaran pembangunan
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
¢. menngkatkan permmbangunan infrastruktur perdesaan,
meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

0Q

masyarakat; dan
h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalul
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Bagian ...
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Bagian Ketiga

Pengelolaan Alokas: Dana Desa
Pasal 20

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan

dengan pengelolaan keuangan desa.

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

a. azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa
yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut
Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa
berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan
rumus dan vanabel tertentu, (misalnya Kemiskinan,
Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll,
gelanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional
(ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan

adill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah

ditentukan dan ditetapkan oleh kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 21

Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Bagian

Keuangan Sekretanat Kabupaten.

Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang

ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi

Dana Desa Kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat setelah

dilakukan venfikasi administrasi dan monitoring hasil

pelaksanaan ADD oleh Tim Pengawas ADD Kecamatan,

dengan dilampiri persyaratan yang dimaksud pada Pasal 22.
(4] Atas ...
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Atas dasar permohonan Kepala Desa, surat pengesahan SPJ
dari Sekretaris Desa, surat permyataan tanggung jawab SPJ
ADD dari Bendahara Desa, surat pernyataan tanggung
jawab atas belanja desa / penggunaan ADD dan Kepala
Desa, surat persetujuan BPD, rekomendasi Camat, hasil
pertumbangan dan venfikasi Tim Pengawas Kecamatan, serta
lampiran dokumen SPJ ADD tahap sebelumnya, selanjutnya
Badan Pemberdavaan Masyarakat dan Pemernintahan Desa
akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya
kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;

Kepala Bagian Keuangan Sekretanat Kabupaten melalui
Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan Alokasi Dana
Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap,
dengan rincian sebagal berikut:

a. tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh persen}; dan
b. tahap Kedua sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Kelima
Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa
Pasal 22

Tata cara penyaluran Alckasi Dana Desa dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Alokasi Dana Desa Sckretanat
Kabupaten dengan mengajukan  Surat Permuntaan
Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan
Sekretanat Kabupaten Kuta: Tumur dan untuk persyaratan
pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dilampiri:
a. surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap
Pertama dari Kepala Desa,
b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan,
dengan dilampic RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD;
c. Keputusan ...




L.

Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa
tahun bersangkutan;

berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa
dan BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes
APBDesa menjadi Perdes APBDesa tahun bersangkutan,
dengan dilampin Daftar Hadir Rapat Pembahasan
Rancangan APBDesa;

Keputusan BPD tentang Persetujuan Perdes APBDesa
tanun bersangkutan;

surat Perserujuan BPD pencairan ADD Tahap Pertama;
Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa;

keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan
Bendahara Desa tahun bersangicutan,;

Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PT-PKD);

surat Pengesahan SPJ ADD Tahap sebelumnya dan
Sekretans Desa,

surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutak atas Belanja
Desa, kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dan
Kepala Desa dan Bendahara Desa;

SPJ ADD Tahap sebelumnya dengan dlampiri BKU;

m. laporan Pelaksanaan ADD Tahap sebelumnya, dengan

o s o0 3

dilampir bukti foto-foto fisik / kegiatan;

buku Bank, NPWP Desa dan Bukt setor pajak;

daftar Specimen Tanda Tangan PT-PKD;

SK Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa;

kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa
(LkPJ Kades) tahun anggaran sebelumnya dengan
dilampin rekomendas: BPD;

pertimmbangan Teknis Tim Verifikasi ADD Kecamatan;

t. surat ...
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surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alckas: Dana
Desa Tahap Pertama;

surat Perjanjian Pemberian Bantuan ({SP2B) dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Desa,;
catatan Hasil Peneliian RKA ADD dari Tim Pengawas /
Verifikas: Kecamatan; dan

. rencana Penggunaan Dana (RPD) dan badan / lembaga

penerima bantuan keuangan ADD.

Untuk Pencairan Alokas) Dana Desa Tahap Kedua dilampin
persyaratan sebagal berikut:

a.

surat Permohonan Pencairan Alckasi Dana Desa Tahap
Kedua dari Kepala Desa;
surat Pengesahan SPJ ADD Tahap Pertamma dar
Sekretaris Desa;
surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja
Desa, SPJ ADD dan Penggunaan ADD Tahap Pertama
dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
laporan pelaksanaan Alokast Dana Desa Tahap
Pertama, dilampir foto-foto fisik / kegiatan dari belanja
desa / ADD;
kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama
yvang lengkap, sah dan telah diverifikasi oleh Tim
Verfikasi Kecamatan;
Perdes APBDesa Perubahan dilampiri RKA-ADD, DPA-
ADD dan AKB-ADD Perubahan (apabila ada) beserta
lampiran  perubahan lainnya (persetuyjuan BPD,
Pembahasan BPD dan Persetujuan Camat);
BKU dan Bukt Setor Pajak (apabila ada);
surat Persetujuan BPD atas pencairan ADD Tahap
Kedua berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan ADD tahap sebelumnya;

J. pertimbangan ...
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j. pertimbangan Teknis Tim Verifikasi ADD Kecamatan;

k. surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alokasi Dana
Desa Tahap Kedua; dan

1. RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD tahun
bersangkutan.

BAB XI
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 23

(1) ADD bersumber dari APBD pada belanja Pos Bantuan
Keuangan.

(2) ADD dihitung secara, proporsional dengan
mempertimbangkan faktor tingkat keterjangkauan, luas
wilayah dan jumlah Penduduk.

Pasal 24

{1} ADD di berikan kepada wilayah administrasi desa
di Kabupaten Kutai Timur
(2) Penetapan Besaran ADD untuk masing-masing desa dan

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl.

BAB XI1
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKAS!
DANA DESA
Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan

Pasal 25

(1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
APBDesa pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pengelolaan ...



(2)

(3]

(1)

29

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa yang secara teknis menggunakan
sistem  informasi berbasis elektronik dalam bentuk
SimKeuDes Kutim (Sistem Informasi Manajermnen Keuangan
Desa).

Fasilitasi pemanfaatan SimKeuDes Kutim untuk Desa
dikembangkan dan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan  yang pembiayaannya
bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggung jawab
mutlak atas pelaksanaan dan laporan
pertanggungjawabannya.
Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar
30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan
operasional pemerintah desa dan sebesar 70% (tujuh puluh
persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, dan bagi
Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:

biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;

b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan,

d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;

e. teknologi Tepat Guna;

f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;

g. pengembangan sosial budaya; dan

h. dan sebagainya yang dianggap penting.

(3) Penggunaan ...



(4}

30

Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional
pemerintah desa 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud ayat (2} Pasal ini, dialokasikan sesual dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing desa,
dengan ketentuan untuk belanja operasional BPD setinggi-
tingginya 30% (tiga puluh persen) darn belanja aparatur dan

operasional pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 27
Pertanggungjawaban ADD terintcgrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB

Desa.

Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalamm APB Desa

yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

a. laporan Berkala yaitu: Laporan mengenal pelaksanaan
penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap
bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan in: adalah
realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;

b. laporan akhir dam penggunaan alokasi dana desa
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan
dana, masalah yang dihadapt dan rekomendasi
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

Pasal ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dar Tim

Pelaksana Tingkat Desa dan diketahul Kepala Desa ke Tim

Pengawas Tingkat Kecamatan secara betahap.

Tiun Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat {3} Pasal ini membuat laporan / rekapan dari

seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap
melaporkan kepada Bupati c¢q. Tim Fasiitasi Tingkat

Kabupaten.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pasal 28

Kepala Desa sebagal Kepala Pemerintah Desa adalah sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang

terdiri dan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Teknis Pengelolaan Keuangan dilakukan sebagai berikut:

a.

honorarium, Uang Lembur, Tunjangan Tambahan
Penghastlan, Belanja Pelatihan / Kursus / Bintek /
Sosialisasi, dan Belanja Perjalanan Dinas dikelola oleh
PTPKD dengan Bendahara Desa dengan persetujuan
Kepala Desa,;

pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan melalui:
1. Swakelola; dan / atau

2. Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.

Syarat Penyedia Barang / Jasa antara lain Memiliki izin
usaha, Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam
pengadaan, Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang
pekenjaan yang sesuai, Memiliki Kemampuan Dasar (KD)
untuk usaha non kecil untuk pekerjaan konstruksi, Tidak
dalarn pengawasan pengadilan dan tidak pailit, Memiliki
NPWP, SPT Tahunan dan Laporan Pajak 3 bulan terakhir.
pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan dilengkapi
dengan Spesifikasi Teknis dan Desain Gambar serta
Rencana Anggaran Blaya (RAB); dan

belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial
kepada Badan atau Lembaga digunakan hanya untuk
Belanja Operasional sesuai Surat Permohonan atau
Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Penggunaan
Dana (RPDj dan Program Kerja.

(3) Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana

dimaksud ayat {2) huruf b Pasal ini dilakukan oleh Pejabat

Pengadaan yang mermiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang / Jasa yang masih berlaku.

Tanda bukti perjanjlan Pengadaan Barang / Jasa dengan

metode sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini

dikdasifikasikan sebagai berikut:

a. bukti Pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang /
Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.G00.000,-
(sepuluhb juta rupiah), dengan menerbitizan Surat Pesanan
dengan bukti nota dari pihak Penyedia Barang /Jasa;

b. kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang /Jasa yang
nilaimya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), dengan menerbitkan Surat Pesanan dengan bukti
nota dan kuitansi dari pihak Penyedia Barang / Jasa;

c. Surat Perintah Kerja (SPK} digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksit / Jasa Lainnya sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
untuk Jasa Konsultasi dengan nilal sampai dengan Rp.
50.000.000,- {lima puluh juta rupiah). SPK paling sedikit
berisi:

judul SPK;

nomor dan Tanggal SPK;

nomor dan Tanggal Surat Permintaan Penawaran;

nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;

sumber dana;

waktu pelaksanaan,;

uraian pekerjaan yan dilaksanakan,

nilai pekerjaan;

0 oo Nk N

tata cara pembayaran;

10. sanksi,

11.tanda tangan kedua belah pihak; dan

12. standar ketentuan dan syarat umum SPK.

d. surat ...
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surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang /
Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultasi denga nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Swakelola

sebagaimana dimaksud ayat {2) huraf b Pasal ini mengacu

pada ketentuan sebagai berikut:

a.

kelompok masyarakat pelaksana swakelola ditetapkan
oleh Kepala Desa;

kepala Desa mengadakan kontrak dengan
Penanggungiawab swakelola, Kontrak Swakelola paling
lurang berisi:

—

para pthak;

2. pokok pekerjaan yang diswakelolakan;

3. nilai pekerjaan yang diswakelolakan;

4. jangka waktu pelaksanaan; dan

S. hak dan kewajiban para pihak.

penanggungjawab swakelola mengangkat Tim Swakelola

untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan

kontrak vang telah disepakati, Tim Swakelola terdiri
dari:

1. om Perencana mempunyal tugas dan bertanggung
jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar
rencana kerja, spesifikasi teknis, rnncian biaya
pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;

2. tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung

Jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesual yang

direncanakar, membuat dokumentasi pelaksanaan

serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
3. Tim ...
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3. tim Pengawas mempunyal tugas dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun

administrasi pekerjaan swakelola.

d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk

rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;

dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan /

suku cadang dan / atau tenaga ahli perseorangan, dapat

dulakukan kontrak/sewa tersendirl dengan
memperhatikan prinsip-prinsip dan etika Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012; dan

penyaluran dana kepada pelaksana swakelola dilakukan

secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 40 % dan keseluruhan dana swakelola, apabila
pelaksana swakelola telah siap melaksanakan
swakelola;

2. 30 % dari keseluruhan dana swakelola, apabila
pekerjaan telah mencapai 30 %; dan

3. 30 % dart keseluruhan dana swakelola, apabila

pekerjaan telah mencapai 60 %.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
Pasal 29

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD
dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(2) Tim ...
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Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan

Keputusan Bupati yang terdirt dan Unsur Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan

Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan Umum,

Bagian Ekonowmi, Baglan Pembangunan, Inspektorat

Kabupaten, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalash sebaga:

berikut:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan
keunangan desa yang mencakup perencanaan dan
penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;

¢. membina dan mengawasl pengelolaan keuangan desa
dan pendayagunaan aset desa; dan

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan

administrasi keuangan desa;

Bagian Kedua
Tim Pengawas Tingkat Kecamatan
Pasal 30

Untuk melaksanakan pengawasan  pengelolaan Alokasi Dana
Desa, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pengawas [ Verifikasi
ADD Kecamatan.
Tim Pengawas / Vernifikasi ADD Kecarnatan ditetapkan dengan
Keputusan Camat  dengan susunan keanggotaan sebaga
berikut:

a. penanggung ...




()

36

a. Penanggung jawab : Camat

b. Ketua . Sekretans Kecamatan

c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan

2. Kepala Seksi Pelayanan Umum

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kasubag Keuangan
Staf Kecamnatan / disesuaikan dengan
kebutuhan.

Tugas Tim Pengawas / Verifikast ADD Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) (Pasal ini), adalah sebagai berikut:

a.
b.

memfasilitasi administrasi kevnangan desa;
memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa;
memfasilitasi pelaksanaan ADD;
memifasilitas: penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup
perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;
melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dan  tahap
perencanaan, pelaksanaan, evaluas: dan pertanggungjawaban
kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan;
menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala
kepada Bupati melalw Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan
melaporkan kepada Bupat: melalu Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten; dan

h. melakukan ...
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h. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan
persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) ADD desa.
{4) Biaya operasional Tim Pengawas Kecamatan dalam rangka
perabinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran

Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 31

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dilakukan melaiui:

a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap
PTPKD dan Bendahara Desa;

b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten;
dan

¢. pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 32

Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupat ini yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan.
BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutan Timur dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sehiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah

Kabupaten Kutai Timur .

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 april 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,
~—

TR

H. ISRAN NOOR
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR T 9 PAHUN 2013
TANGGAL . 22 4pril 2013

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

PEDCMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah
merupakan bagian dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2011 - 2016, yang memildd tugas untuk mewujudkan Visi
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutar Timur yaitu Pemmbangunan Daerah
bertumpu pada Agribisnis menuju Kutai Timur Mandiri.

Untuk mewuyjudkan wvisi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 9
(sembilan} misi Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;

2) Memantapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan

lingkungan;

3) Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komeodit
unggulan daerah;

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan

energy;
S} Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;

6} Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemenntahan

daerah yang dinamis dan efisien;

7) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan
masyarakat;

8) Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang;
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9) Mendorong peran lembaga keuangan dan perbank-kan untuk menjamin

kemudahan berusaha dan ber-investasi.

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan
untuk mewuyjudkan visi daerah, dengan berpedoman pembangunan
nasional dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur., Prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur diagendakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Agribisnis / pertanian dalam arti luas;
2. Pengembangan SDM;
3. Pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran prioritas
pembangunan daerah, diperlukan adanya sinkronisasi program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap desa. Sinkronisasi program
dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam APBDesa
dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa dan harus benar-benar mengacu kepada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) vang sudah ditetapkan bersama dalam

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perlu adanya
keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan Desa dengan sasaran
program dan kegiatan kabupaten untuk mencapal sinergitas. Program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Desa pada dasamya disesuaikan dengan
prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing desa. Walaupun
demilkian, programn dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga
konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas

pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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Dalam penyusunan rancangan APBDesa sedapat mungkin memuat target
capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut
urusan pemerintahan desa yang disertai dengan proyeksi pendapatan desa
dan alokasi belanja desa. Pemerintah desa agar mengerahkan segala sumber
daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar
pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam APBDesa benar-benar memberikan hastl yang maksimal bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KUTAI TIMUR,
S~

-

H.ISRAN NOOR
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR © 9 TATUN 2013
TANGGAL : 22 April 2013

BENTUK-BENTUK FORMAT PELAKSANAAN ALOKAS] DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. PENELITIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA] OLEH TIM PENGAWAS
KECAMATAN

CATATAN HASIL PENELITIAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (RKA-ADD)

KECAMATAN........coooiiine
TAHUN ANGGARAN .................
DESA | (i
NO ASPEK PENELITIAN KETERANGAN /TINDAK LANJUT
1. |Perencanaan
2. |Admuinistrasi
3. |Keuangan
4. |Teknis
Tim Pengawas Kecamatan
1 e eeriiiieieiiiiiiiiien: Tanda Tangan
(Ketua)Sekretans Kecamatan | (OO TOPTUPUOIO
2. e PSP
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B. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) ALOKASI DANA DESA

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN DESA..KEC....
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN ......

NOMOT: ..o
Pada hari ini ............ , Tanggal ........coiinnnn. Bulan................... Tahun Dua
Ribu ......ocoeinn di o Kabupaten Kutai Timur, yang bertandatangan
dibawah ini:
1 Nama S
Jabatan . Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
Alamat :  Perkantoran Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta

Kabupaten Kutal Timur

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomer : .................. tentang
................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan {(S8PPB) ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

II. Nama e
Jabatan :KepalaDesa c.oooevevnnvnnnnes
No SK Jabatan ...
Kecamatan PN

Alamat L

Dalam hal im1 bertindak untuk dan atas nama Pemenntah Desa, yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ini disebut
sebagai "PTHAK KEDUA".




KEDUA BELAR PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan
sehagai benkut:

BAB ]
MAKSUD DAN TUJUAN
Paszal }

1) Maksud pemberian Alokasi Dana Desa Kutai Timur Tahun Anggaran ......

adalah unfuk mendorong pengembangan otonomi Desa guna membantu

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2} Twyuan pemberian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur adalah untuk:

a.

b.

menanggulang kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

meningkatkan perencanaan dan pengganggaran pembangunan di tingkat

desa dan pemberdayaan masyarakat;

meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-milal keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial ekonomni masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB II

ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan Alokasi Dana Desa kepada PTHAK KEDUA

sebesar Rp. ... PN ) yang akan
dipergunakan coleh PIHAK KEDUA Untuk kepentingan Belanja Aparatur dan

Operasional Pemerintah Desa serta biaya Pemberdayaan Masyarakat, dengan

besaran sebagai berikut:
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a. Untuk biava Pemberdayaan Masyarakat ({70%) adalah  sebesar

2)

R TP PO };
Untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa (30%} adalah
sebesar Rp......cooovviicn N U TPUR ).

BAB ]I

TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 3

Penarikan / Pencairan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kebutuhan

dan atau sesual dengan tersedianya dana yang ada pada Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur.
Penarikan / Pencairan yang dilakukan PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam 2
{dua) Tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Pertama sebesar 40% dan Tahap Kedua sebesar 60% dan total

C.

ADD yang ditenima masing-masing desa;

Pihak Kedua dapat melaksanakan penarikan / pencairan Alckasi Dana
Desa apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur ocleh
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor .... Tahun 2013 tentang Pedoman
Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur;

Apabila sampal jangka waktu tanggal 15 Desember Tahun 20... PIHAK
KEDUA belum dan atau tidak mengajukan penarikan / pencairan Alokasi
Dana Desa dengan sebab / alasan apapun jua, maka dana bantuan /
ADD tersebut menjadi SILPA APBD dan PIHAK KEDUA udak bisa
menggugat untuk dimasukkan/dikumulatifkan dalam dana ADD tahun
berikutnya.
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BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

a. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ] beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA
setiap TAHAP penarikan / pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Kuta; Timur Nomor ... Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten
Kutai Timur;

b. PTHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan mutlak atas segala
pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan akibat
hukum apapun yang timbul atas penyalahgunaan / penyimpangan /
penyelewengan dalam pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa

tersebut.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal S

Demikian Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kutai Timur mni dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK
diatas Matera: cukup dengan tanpa paksaan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

dan setiap rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA......... SEKRETARIS DAERAH
) KABUPATEN KUTAI TIMUR
Materat
Rp. 6.0
NIP.
SAKSI-SAKSI
KETUA BPD .......... CAMAT .......cevvees
NIP. oo

EEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

.......................................
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C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

Jabatan cKepalaDesa ................
No. SK Jabatan ¢ oo,
Kecamatan e

Kabupaten

Alamat S

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya:

1.

Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh/mutlak terhadap
pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran
........... , baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung
jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Bupati Nomor ...... Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)
di Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh/mutlak terhadap segala
bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun
jua terhadap penggunaan ADD yang akan mengalabatkan kerugian

keuangan negara.

Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila
terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan, dan
penyalahgunaan ADD / keuangan negara baik sengaja ataupun tidak
sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalamm peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menenma akibat
tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila

saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.
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Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh - sungguh tanpa
paksaan dari pthak manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta ... 20. ...

Ketua BPD Desa .............. Kepala Desa ...ocoeuennnaes

Materai Materai
Rp. 6.000 Rp. 6.000
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D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA DESA

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN BELANJA DESA DAN
SPJ ADD TAHAP .... [ ..... ) TAHUN 20...
OLEH
BENDAHARA DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama PR

Jabatan : Bendahara Desa .....................

No. SK

Alamat : Desa.................... Kecamatan ......................

Dengan inl menyatakan bertanggung Jawab atas Penggunaan dan penyusunan
SPJ ADD Tahap ... (...... ) Tahun 20... Desa ...... Kecamatan ......... dengan
pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Saya selalcu Bendahara Desa telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan
sesungguhnya sebagal Bendahara Desa yaitu melaksanakan Tata Usaha
Pembukuan Penerimaan ADD dan Tata Usaha Pembukuan Pengeluaran ADD

termasuk dalam pengelolaan Belanja Desa melalui ADD;

2. Saya menyatakan bahwa Surat Pertangggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ...
{.....)] Desa... Kecamatan ... Tahun 20... dibuat di desa dan dibuat oleh
Bendahara Desz,;

3. Saya menyatakan bertanggung jawab atas pengelolaan dan Belanja Desa
melalui penggunaan dana ADD dan SPJ ADD Tahap ... (....) Tahun 20..
sebésar Rp. ............... (e )
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4. Bahwa Nilai Surat Pertanggungjawaban (SPJ] ADD Tahap ...... (e ) Tahun
20... diatas adalah benar saya yang membuat dan membelajakannya sesuai
dengan rencana belanja desa dalam dokumen APBDesa Tahun 20..., RKA /
DPA ADD Tahun 20.. dan AKB ADD Tahun 20.... Desa ...

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini saya buat dengan sebenarnya
tanpa ada unsur rekayasa / paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia
diambil tindakan hukum dan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku apabila saya menyatakan tidak benar dan menyalahgunakan
belanja ADD / SPJ ADD tersebut.

Desa......... ) eererreereaeaneannn 20....

Yang Membuat Pernyataan
Bendahara Desa

Materai & ttd

Nama Jelas
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E. SURAT PENGESAHAN SEKRETARIS DESA

SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN

TERHADAP
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ADD TAHAP KE ...
DESA .......... KECAMATAN .............

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Desa ............. telah
melaksanakan Pemeriksaan dan  Verifikasi terhadap laporan  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ... (......) Tahun Anggaran 20.. yang
dibuat Bendahara Desa, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ) ADD
sebagai berikut :

A. Nilaa SPJ ADD Tahap ..... sebesar : Rp.
B. Perincian Belanja SPJ ADD Tahap.... adalah
- SPJ Belanja Langsung : Rp.
- SPJ Belanja Tidak Langsung : Rp. ol U

Adapun hasil pemeriksaan sebagai bennkut :
1. Bendahara Desa telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan
dan Pembukuan Pengeluaran Keuangan Desa / ADD sesual dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap.... {........ ) Tahun 20... tersebut
setelah saya periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan
rencana belanja desa dalam dokumen APBDesa, RKA / DPA ADD serta AKB
ADD dan telah sesual ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

3. Semua belanja desa dari SPJ ADD Tahap ... (...) Tahun Anggaran 20...
tersebut sudah disalurkan / dibelanjakan secara benar cleh bendahara desa
dan dari belanja barang / modal sudah ada wujud barang / benda /
bangunannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,
teknis dan hukum.
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Surat Pengesahan Keabsahan SPJ ADD Tahap..... (......) Tahun 20... ini saya
buat dengan sebenarmnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas
kebenaran matenn yang timbul dari penggunaan dana ADD Tahap ... {....) dan
apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka saya bersedia diambil
tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang beriaku.

Demikian Surat Pengesahan SPJ ADD ini saya buat sebagai kelengkapan
persyaratan dalam permintaan pencairan ADD selanjutnya.
Desa ............. s e raeieeeneen 20...
Sekretans Desa

NIP. ..., S



F. APBDesza

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA i KECAMATAN st
TAHUN ANGGARAN.

HODE TAHUN TAHUN |
| L. | PENCAPATAN B B
' 1.1 | Pendapalen Ask Desa =
1.1.1 Hesil Usahs Desa
| | 5 0 T e e .
o i i
§ 112 | Hasul lolean Desa | ' |
1120 | Tanah Kas Desa - "] ! |
L1211 Tanah Dess | :
L1212 | Dt ... e : I
1.1.2.2 | Pgaar D
L1.23 | Pesar Hewan
LIL24 | Tambatan Perahu
L1235 _ Bangunan Dess -
1126 ' Pelclangan [kan yang dikelota Desa
27 | Laip-lsin Kekayaan Milik Desa
28 § N R TR
| . |
L1.3 | Hasil Swadays dan Partispasi ' ]
ENEN S T | '
|
|
|
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1.6.3.1 Dana Tambahan penghasilan tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.5.3.2 Dst ooeeeeveenn.
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa Jainnya .
1.5.4.1 Dstooriiiiinienans
1.6 | Hibah
1.6.1 Hibah dari pemerintah
1.6.2 Hibah dari pemerintah provinsi
1.6.3 Hibah dari pemerintah kabupaten/kota
1.6.4 Hibah dari badan/lembaga/organisasi
swasta
1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat/
DErorangan
1.6.6 | A
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1 Sumbangan dan ...........
1.7.2 DSt oo
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2.1 | Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium :
2.1.1.1 Henor tim /panitia
2.1.1.2 DSt eeiniiiiineivaeanann
2.1.2 Belanja Barang/Jasa :
2.1.2.1 Belanja perjalanan dinas
2.1.2.2 Beilanja bahan/material
2.1.2.3 DSt i
2.1.3 Belanja Modal
2.13.1 Belanja Modal Tanah
2.1.3.2 Belanja Modal jaringan
2.1.3.3 DSt irirriiiiien e
2.2 | Belanja Tidak Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
2.2.1.1 DSt e,
2.2.3 Belanja Hibah
2.2.3.1 DSt i,
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial ;
2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD)
2.2.4.2 DSt o
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan
2.2.5.1 DSt i
2.2.6 Belania tak terduga
2.2.6.1 Keadaan darurat
2.2.6.2 Bencana alam
2.2.6.3 Dt
JUMLAH BELANJA
3 PEMBIAYAAN
3.1 | Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungsn Anggaran
(SILPA} tahun sebelumnya.
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan Desa yang
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dipisahkan. |

3.1.3 Penerimaan Pinjaman |
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Perabentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyvertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran utang
l
JUMILAH PEMBIAYAAN

* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi
Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan,
Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa, dsb.
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G. BKU
BUKU KAS UMUM
DESA ..., KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN
PENGELUARA
No. | Tgl. | KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN N
{Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 S )
JUMLAH
Jumidah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumiah sampai bulan lalu /tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal Ep. Rp
Sisa kas Rp.
Pada hari ini tanggal ............... , 20...
Oleh kami didapat dalam kas Rp. ...................
(S SO dengan huruf)
Terdiri dani
Tunai Rp. oooienns
Saldo Bank Rp. .oeet.
Surat Berharga Rp. .........
............... ,tanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

........................................................................

Cara Fengisian :

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diist dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kKas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penenimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
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H. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1
PEMERIMTAH KABUPATEN KUTAI TZMUR
REMCANA KER3A DAN ANGGARAM ] [
| FORMULIR
RKA&-OESA
2
Tahun Anggaran 20..
| |
i |
Kecamatan 1 : |64.08.00 Kecamaian ..o, I|
Desa <] 64.08.00.2000 Desa ................... '
Pregram : £2.08.01 Pembardayaan Masyarakat dan Dess |
Kegiatan : 54.08.01.2007.01.0) Peningkaton Serang dan Prasarana |
Pedesaan dan Keberdayaan Masyarakat '
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana : ADD l
Juralah Tahun n-1 (Rp.) : 0 ‘
Jumizh Tahun 0 (Rp.) 3 Q9 70.00%
Jumiah ADD Tahun n (Rp.) : 0 100%
Indikator & Tolok Ukur Kireria Belanja
. - Target
Indikater Tolok Ukur Kinerja Kinera
Capaian Program :‘1 c:;zﬁ::rya Pembangunan dan Pemberdayaan 100 %
Masukan Jumlak Dzna Yang Disediakan V]
Keluarzn Tersediznys Sarana Prasarsnd Perdessan Masyoraial
Hasi
Kelompok Sasaran Kegiatan Masvarakat
Rincian Anggaran Belapja
#enurut Program Fer Kegiatan Desa
Rindlan Perhitun
re::sicng Ursian pga::am Jumiah
Volume Satuan | satuan
!
Total s
Mengetatrul Kaordinator,
Kepzia Desa ..vveimrirens, Sekrezaris Desa .. _ne 1
|
.................. NEP -
Ketarangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
L
TIM ASISTENSI KECAMATAN |
No Nama MIP i Jabotan Tanda Tangan
h S R
2 e | ;
—_ T TIMASISTENS I KADUPATEN ——— -
2
2 1|
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun Anggaran 20..

FORMULIR
REKA-DESA
2

Kezzmatzn 1 54.08.00 Keczamatan ..o

Desa 1{64.08.00.2000 Desa e

Program 1 £4,03.02 Peningkaimn Sarana Prasarana dan S0M Aparstur
Pemegrintah Desa

Keglatan T 54.08.02.2000.01.01 Peningkatan Sarana gzn Prasarana

Pedesaan dan Keberdayaan Masyarakat
Lokasi Kegiatan

Sumber Cana 1 ADD

Jurntah Tahun n-1 (Rp.) 0

Jurnlzh Tahwn n (Rp.) ¢ 30.00%
Jumlah ADD Tabun n (Rp.) 0 100%

indilcator & Tolok Ukur Kinesja Belanja

- Target

Ingiixator Tolok Ukur Kinerja Kinerja

ot Terlaksananya Pembangunan dan Permberdayaan
Capzian Program Masyarakat 100 %
Masukan Jumizh Dana Yarg Disediaian Q
KRetuaran Tersedianya Sarana Prasarane Perdesaan Masyarakat
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan Magyarakat
Rincian Anggaran Belanja
Meanurut Program Per Kegiatan Desa
Kode Rincian Perhiltungan
Uralan Jumliah
rekenln Harga
d Valume | Satuan Sat
Total : l
DeSA e e i 20.,
Mengetatiui Koerdinator,
Kepala Desa .......cc.ccoreenee Sekretaris Desa ...
S NIP -

Keterangan

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasli Pembahasan

1
TIM ASISTENSI KECAMATAN
Mg Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
s O | PO
TiM ASISTENSI KARUPATEN
1
2
3
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PEMERINTAH KABUPATEMN MUTAL TTMUS
BEMCANA KERIA DAMN AMTGARAN
FORMULIN
HHA-DESA
Fahun Anggaran 20., 11
-_—
Kpcamutan || B O8O0 Kecamemn o
' Ceags t |G 0800 2000 Dess. ... ... i
Rincian Angparan Feneremaan PemdEyaan Desa
Hincian Parhlitungan
Thlml Satunt Setusn
Totad ¢ o
ireaa - 4.
Kogrdinatar,
L) 0 e - L) e T DT e —
e, Tomm
F et rmm o
Tangosl Pembangsan
"uuun Hasi Pembshasan
1
TIH ASISTENST HECAMATAN
Ho Nama NIP Jabsten | Tanda Tangan
2 ¥ |
2
3
TIM ASISTENS] KABUPATEN
1
2
3
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ANGGARAN KAS PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
ANGGARAN MAS PENDAPATAN
EFORMULIR
AKP
1
Tahun Anggaran 20..
Kecamatan 1| 64,08.00 Kecamatan .....covvr voes
Desz 1| 64.03.00.2000 Desa ... rrn.
TAHAP
Kode reikening Uralan ACJIRIBIT PR
Ini 1 T
Jumiah Pendapatan :
DeSA o iiiriins b ey , 20..
Disetujul,
Kotua BFD Desa Disetujui Plhuat

........................ Kepala Desa ... Bendahara Desa
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J. ANGGARAN KAS BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
ANGGARANM KAS BELANJA
FORMULIR
AKB
2
Yahun Anggaran 20..
Kecamatan 1 64.08.00 Kedamatan e
Cesa : | 64.08.00.2000 Desa
Program 1 64.08.01 Pembardayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan ¢ 64.08.01.2000.02.01 Peningkatzn Szrand dan Frasacana Pedesaan
dan Keberdayaan Masyarakat
Lokasi Keglatan
Sumber Dana 1 ADD
TAHARP
Kode rekening Uralan Anggar;m Fahug
1] I o5
Jumiah :
[x Lo g oanseenn vorerrans 200,
Disetujul,
Ketua BPD Desa Disetujul Dibuat

........................... Kepala Desa e onnan. Bendahara Desa
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
AMNGGARAN KAS BELANIA
FORMULIR
AKB
2
Tahun Anggaran 20.,
Kecamatan 1] 64.08.00 Kacamatan ... ...
Desa 1| 64.08.00.2000 DEEE oo
Program 1 64.08.02 Peningkaten Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Pemerintah Desa
Keglatan T 54.08.02.2080.02.01 Peningkatan Jase Keuangan, SOM dan
Penyediaan Operasional Pemerintah Oesa
Lokas: Keglatan
Sumber Dana . ADD
TAHAP
Wede rekening Uratan Anggar:ﬂr; Fafrn
I ha ¢
Jusmlsah :
T UV . § Y
Disetujul,

Ketua BPD Desa Disetujul Dibuat
Kepalz Desa . e Bandahara Desa
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K. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAM

FORMULIR
PPA-DESA

Tahun Anggaran 20.. 1

KecamaB@n 1| 64.08.01 Kecamalan .cvvrcnnveriennns
Desa 1164.08.01.2007 Cesa ... .
Rincian Anggaran Pendapatan Alokas] Dana Desa

Rinclan Perhitungan

Harga Jumiah
Satuan

Kode rekening Uralan
Volums Satuan

Totzl
Total Alokasl Dana Desa
Total :

Disetujul Disetuiui : Mengetahud
Kepala BPD Desa ... Kepala Desa Sekretaris Desa

Dlsahkan Dieh :
Camat Kecamatan

Rencana Pendapatan Keterangan
Pertahap : Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pambahasan
TahapI =« Q 3
Tahap II : 0 2
Takap 1T : Q 3
Tabap IV : 0
Jumilah o 4
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Tahun Anggeran 2012

FORMULIR
DPA-DESA
2

| dan Keberdayaan Masyarakat

Kecamamn 1| 64.08.00 Kecamatan ... ...

Desa 1| 64.08.00.2000 Desa ........coccveeemmane
| Program | 1| 64.08.01 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan |11 64.08.01.2007.01.01 Peningkatan Serana dan Prasarana Pedesaan

Lokasi Kegiatan

|

Sumber Dana (| ADD

Jumiah Tahun n-1 (Rp.) J 0

Jumish Tahun n (Rp.) 0 70.00%
Jumiah ADD Tahun n (Rp.) i:] 0 100%

Indikator & Tolok Ukur
Kinerja Betanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerza
Terlaksananya Pembangunan dan Pernberdayaan .
Capaian Progream Masyarakat 100 %
Masukan Jumiah Dana Yang Disedizkan Q
Keluaran Tersedlanya Serenz Prasarana Pendesaan Masyarakat
Hasll
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat
Rinclan Anggaran Belanja
Menurut Program Per Kegiatan Desa
Rinclan Perhitungan
Volumme | Satusn Satuan
Tota) Honorarium Panitia Pelaksazan Keglatan
Total :
T
] 5% T U U -
¢ )
Disetujul p Disetujul : Mengetahui
Kepala BPD ,cvvvvveriasasnnas S Kepalia ...ccvrmurmiasirvsnennas Sekretaris DeSa ....covuverivervrmrarnes

Disahkan Oleh :
Camat Kecamatan

Rencana Belanja Pertahap :

Tahap!l
Tahap H
Tahap HI :
TaAhap IV :
Jumiah

{0 Q0 o C

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasll Pembahasan

a K-
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

COKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

FORMULIR
DPA-DESA
Tahun Anggaran 20.. a2
Kecamatan 64.02.00 Kecamaldn e e
Desa 64.08.00.2000 DES8 wovecee e
Rinclan Angoaran Penenmaan Pemiayaan Desa
Rincian Parhltungan
Kode rekening Uraian Ha Jumlah
rga
Volume | Satuan G n
Total :
Pe8a ..o cenes 4 ve eeeerenerrnee e e 20..
Disetujul Disetujui : Mengetahui
Kepata BPD De53d cvvvvvvivmciceene,. KepalaDesa Sekretaris Desa cncvinnn

................... Kepala Desa Sekretaris Desa ...........

Disahkan Oleh :
Camat Kecamatan ... .

Rencana Pendapatan

Pertahap :

Tahap L
Tahap U
Tahap 111 :
Tahap IV
Jumlah

cjlo 0 o O

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan

Bl
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L. BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN

H
I!Iq;!:l NOMOR BEU TANGGAL NOMOR 8T8 & BURTI JUMLAH
p PENERIMAAW | SETOR PENERIMAAN LAINNYA (Rp) |
1 2 3 3 | 5 ;
| |
| L |
| J l
Jumlah bulan ini Rp. k
Jumlah s/d bulan latu Rp. |
Jumiah s/d bulan ini Rp. |
................ ytanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/ Bukii Penerimaan lainnya
Kolom 4 diist dengan Nomor STS/ Bukti penerimaan lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah setoran STS/Bukfi penerimaan lainnya.
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M. BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA ... KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN
UI‘_‘!;’I'J_ NOMOR BEU | PE%Agﬁ‘f’m NOMOR SPP & BUKTI JUMLAH
~U | PENGELUARAN | v PENGELUARAN LATNNYA (Rp.)
i 2 3 a 5
r
|
i
JUMLAH
Jumlah bulan i _Rp.
Jumlah s/4d bulan lalu | Rp.
Jumlah s/d bulan ini [ Rp.
................ ,tanggal o

MENGETAHU]
KEPALA DESA,

Cara Perigisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor wrut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran

...............................

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/ Bukti Pengehiaran lainnya
Kolom 4 dilsi dengan Nomor SPP/ Bukti pengetuaran lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumloh rupiah Pengeluaran SPP/ Buith pengeluaran iainnya.




0. BUKU BANK HARIAN PEMBANTU

Buku 2ank Harian fembantu

Kepala DeSS v,

Bendahara Cesa

Desa .. vrrreenees K@CAMBDERN wrvanriemreneenrurrens
Tahun Anggaran 20..
Mo Tanggal Uralan Penerimaan Pengeluaran Jumiah
f
Jumlah Semua Bulan |
DO8T sunrvemrrmramiiiniiiarap vr stvasmrmrnmasassnanns 20
Mengetshul
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P. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESA .. KECAMATAN ..

TAFUN ANGGARAN

No. ' | PENERIMAAN PERGELUARAN JUMLAH
TANGGAL
| URUT URAIAN (Rp.} (Rp.] (Rp.)
[ 1 2 3 4 5
|
| |
I
[ l
JUMLAH | |
................ ytanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Carg Pengisian !

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 dhist dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom: 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kotom 4 diisi dengan jumilah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 dilsi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
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Q. LAPORAN REALISAS] BELANIA MODAL

Wi B ST B

[ T T T

1 Ettisn Afggeves I0..




R. LAPORAN REALISAS]I BELANIA MODAL

taporan Realisasi Belamja Modaf
Nama Kecamatan : Kecamatan ...
Nama Desa 1 Qesy ...
RPregrem : 64.08,01 Pembardayaan Masyarakat dan Desa
ittt : 4.08.01.2007.01.01 Peningkatan Sarana dan Prasarzna Pedesaan dan Keberdavaan
i ol MMasyarakar
Lokas!
Keglatan
Sumper .
Cana : ADD
|
Kode Rekening Ursian | Anggaran Reatisas| | Sallsth
Jum!ab
DEST crererrsmmrseiiarsrasncry v seeesssssren2Oa
Mengetahul Dlbuat olah,
Kapald Desd i ccsrmen Bendaliara Desd .....covvrrevrenns
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S LAPORAN REALISASI BELANIA MODAL

Laporen Eanlissl Beienis Modsl

fimed Eausmmsn | EpcmmEn
Nams {eaa 1 fam

Progedin | A4 0B.0F Pérribmrdaynan Madyprakal don Desa

vopaian | 0808 3007 01 0] Penssgkatan Sarans aan Pradarivs Padesaan gan Hiberoayamn
Hdya ot

Lick i I
K#pammy
m“ [\ ﬂn.
] " 4 ,“' . = 'ml-" an .1.. *: - | Saiiwn i
Siereiuty
Fhasa - ri-N
Napela Dnae o Bendanacs Dent e
BUPATI KUTAI TIMLUR,
—

- TR

HISRAN NOOR




